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Pendahuluan

ndonesia berada dalam peringkat
teratas dunia dalam hal keberagaman

makhluk hidup yang telah
terinventarisasi sains. Baik di tingkat
populasi, spesies maupun genetik.

Indonesia menempati peringkat pertama
sebagai negara megadiverse, peringkat
kedua keberagaman mamalia (515
spesies, 12% total mamalia dunia),
peringkat keempat keberagaman primata
(35 spesies), dan berbagai statistik lain
(1.592 spesies burung, 17% total burung
dunia; 270 spesies amfibi; 25.000
tumbuhan berbunga, 55% endemik) yang
menunjukkan betapa kayanya keragaman
hayati Indonesia."

Sayangnya, Indonesia juga merupakan
salah satu negara dengan laju hilangnya
keanekaragaman hayati yang paling
cepat.2  Faktor-faktor utama  yang
menyebabkan hilangnya keanekaragaman
hayati dan kelangkaan spesies di
Indonesia  meliputi  perusakan dan
fragmentasi habitat, perubahan lanskap,
eksploitasi berlebih, pencemaran,
perubahan iklim, spesies asing, kebakaran
hutan dan lahan, krisis ekonomi dan politik.

! Lihat Convention of Biological Diversity Country
Profile: Indonesia, diakses pada DD MM YYYY

2 NavjotS. Sodhi, et. al., Southeast Asian
Biodiversity: Anlmpeding Disaster, Trendsin
Ecology and Evolution Vol. 19, Issue 12,654 - 660
(2004).

3 “Convention on Biological Diversity,” 5 Juni 1992,
United Nations Treaty Series Vol. 1760 p. 79, Pasal
2, menyebutkanbahwa komponen
keanekaragaman hayati mencakup sumber daya

. genetik, spesies atau organisme termasuk bagian-
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Kekayaan Indonesia akan
keanekaragaman hayati dengan
komponen-komponennya3 merupakan

masa depan umat manusia sebagai
sumber ketahanan pangan, kesehatan,
bahkan energi, dengan nilai guna aktual
maupun potensial bagi kemanusiaan. Nilai-
nilai gunaini harus tetap berkelanjutan baik
bagi generasi manusia saat ini maupun
generasi masa depan.

Jumlah sumber daya alam yang jumlahnya
terbatas menuntut kebijaksanaan untuk

dilakukannya konservasi, melakukan
perlindungan terhadap keberlanjutan
keanekaragaman hayati. Pembangunan

berkelanjutan menjadi salah stau syarat
utama dalam upaya konserbasi tersebut.
Salah satu instrumen kebijakan
pembangunan  berkelanjutan  melalui
pengelolaan SDA yang berbasis pada
perlindungan lingkungan hidup adalah
kebijakan fiskal. Dalam konteks ini,
kebijakan fiskal bukan sekedar fungsi
penerimaan dan belanja negara yang
digunakan untuk menjadi  stimulus
ekonomi.

bagian dan turunannya, populasi atau komponen
biotik lainnya dari ekosistem

4 MenurutSamuelson (2009), ke bijakan fiskal
adalah proses penetapan pajak dan pengeluaran
pemerintah dalam rangka membantu memperkecil
fluktuasi dari siklus ekonomi (business cycle) dan
membantu untuk mempertahankan pertumbuhan
ekonomi, kesempatan kerja yang tinggi, dan
membebaskan perekonomian dari inflasi yang
tinggi atau bergejolak.


https://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=id#facts
https://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=id#facts

luas
tak

Namun konsepnya lebih
memastikan  fungsinya

yaitu
hanya
berorientasi ekonomi tapi juga memastikan

keberlanjutannya melalui
lingkungan hidup?.

perlindungan

Kebijakan fiskal yang berorientasi ekonomi
dan perlindungan lingkungan hidup
menjadi salah satu orientasi kebijakan
fiskal pemerintah. Undang-undang no 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
merupakan landasan hukum yang kuat
untuk pemerintah daerah untuk
melestarikan lingkungan hidup. UU ini
memiliki dua istrumen kebijakan vyaitu
Intrumen Ekonomi Lingkungan dan
Anggaran Berbasis Lingkungan. Kedua
Instrumen ini memiliki ruang lingkup
pendanaan lingkungan hidup dan insentif
lingkungan hidup. UU Ini juga mewajibkan

5 Saputra, Wiko. (2018). Efektivitas Kebijakan Fiskal
Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit dalam Upaya

me.. Perlindungan Lingkungan Hidup. Dipresentasikan pada

2

alokasi anggaran yang memadai untuk
membiayai kegiatan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan
program pembangunan yang berwawasan
lingkungan hidup kepada pemerintah,
bahkan Pemerintah  juga dwajib
mengalokasikan anggaran untuk
pemulihan lingkungan hidup®.

Pemerintah daerah memiliki peran krusial
dalam perbaikan tata kelola lingkungan
hidup, sehingga kebijakan fiskal yang
berpandangan keberlanjutan menjadi
sangat penting. Untuk itu penguatan
kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui
serangkaian penelitian, menarik untuk
dilakukan. Penataan kebijakan fiksa
pemerintah daerah dapat diawali dengan
mengidentifikasi bagaimana kinerja fiska
mengenai perlindungan keanekaragaman
hayati di daerah.

Environmental Outlook 2018, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
6 Pasal 45 UU PPLH



Metodologi

yaitu proses pemberian tanda pada penggunaan anggaran.” Pendekatan ini
mengidentifikasi dan menghitung proporsi pengeluaran pemerintah daerah yang
dialokasikan dan yang direalisasikan. 8

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan budget tagging,

Penandaan anggaran keanekaragaman hayati prosesnya adalah mengindentifikasi jumlah
anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan spesifik yang berdampak pada
kelestarian keanekaragaman hayati. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap.

= Pertama analisis terhadap dokumen perencanaan arah dan tujuan pembangunan
yang berkaitan dengan kelestarian Kehati di dalam RPJMD.

= Kedua, adalah tahapan penandaan (tagging) penggunaan anggaran dari seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

= Ketiga, menghitung jumlah anggaran, dan melalukan Kklasifikasi terhadap hasil
penandaan tersebut.

7 Climate Budget Tagging: Amplifying Sub-national Government's Role in Climate Planning and Financing
8 WWF (2017). Pedoman Penandaan Anggaran Hijau (Green Budget Tagging) di Daerah. Jakarta: WWF Indonesia.




Kewenangan Pemda

Melestarikan Keanekaragaman

Hayati

emerintahan saat ini tidak hanya

dijalankan oleh pemerintah pusat,

namun juga oleh pemerintah daerah.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
(UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
(UU PKPD), menjadi instrumen hukum
yang membidani rezimotonomidaerah dan
desentralisasi  fiskal di  Indonesia®.
Penyerahan wewenang dari pemerintah
pusat kepada daerah itu sekaligus ditandai
dengan distribusi/pelimpahan anggaran
dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk mendukung fungsiatau tugas
pemerintahan yang dilimpahkan 0.
Pelimpahan wewenang pemerintah diikuti
dengan pelimpahan pendanaan'! sebagai
konsekuensi pembiayaan yang diperlukan
untuk melaksanakan kewenangan
tersebut ',

Desentralisai yang sebelumnya diatur
melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang

urusan

Pemerintah daerah, membagi
pemerintahan daerah ke dalam urusan
wajib dan urusan pilihan, sama halnya
dengan UU 23/2014 tentang Pemerintah
Daerah yang kini berlaku. Urusan
lingkungan hidup merupakan urusan wajib
pemerintah daerah.

Keanekeragaman hayati merupakan salah
satu sub bagian dalam urusan lingkungan
hidup yang pengelolaannya terbagi dari
pusat hingga kabupaten kota. Namun
begitu, urusan pemerinrahan lainnya juga
memiliki dampak pada Kehati, langsung
maupun tidak langsung. Seperti urusan
pilihan yaitu kelautan, pariwisata,
kehutanan serta energi dan sumber daya
mineral. Dengan begitu, dapat disimpulkan
bahwa pengelolaan dan perlindungan
keanekaregaman hayati adalah hal yang
harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah.
Hal ini tentu juga sejalan dengan kebijakan
fiskal untuk mendorong perlindungan
Kehati tersebut.

9 Mardiasmo (2009). Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Era Reformasi. Dalam: Abimayu, Anggito dan Megantara, Andie
(2009). Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Penerbit Buku Kompas.

10 pepinsky, B., Thomas and Wihardja, M., Maria (2009). Decentralization and Economic Peformance in Indonesia. Available
from: http://unpani.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan049771.pdf

11 Khusaini, Mohammad (2006). Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Penerbit BPFE UNIBRAW.
12 Mahi, B., Raksaka (2016). Indonesian Decentralization: Evaluation, Recent Movement and Future Perpectives. Journal of

4

%, Indonesian Economy and Business, Volume 31, Number 1,2016, 119-133.


http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan049771.pdf
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Terbitnya UU 23 Tahun 2014, memberikan tambahkan tugas pada pemerintah provinsi.
Berapa kewenangan urusan pilihan yang sebelumnya menjadi urusan Kabupaten/kota kini
menjadi urusan pemerintah provinsi. Yaitu, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Energi dan
sumber daya mineral. Dengan begitu, harusnya bertambah pula program pemerintah provinsi
yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Kerja-kerja program tersebut tentu harus
dilihat dari pengalokasian anggaran oleh pemerintah provinsi.

Dalam desentralisasi fiskal, terdapat
penyerahan sebagian kewenangan
pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk melaksanakan fungsialokasi,
fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.
Fungsi ini bertujuan untuk mengatur dan
mengurus perekonomian daerah dalam
rangka menciptakan stabilitas
perekonomian secara nasional'3. Urusan
yang berkaitan dengan kenakegaragaman
hayati merupakan salah satu urusan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
dalam rezim otonomi daerah.

“Berkaitan dengan kebijakan fiskal
lingkungan hidup terdapat dua konsep
yangdianut dalam Undang-Undang No.
32 Tahun 2009 tentangperlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu
anggaran berbasis lingkungandan
instrumen ekonomi lingkungan®

(Pasal43dan 45)

13 Brodjonegoro, Bambang (2004). Three Years of Fiscal Decentralization in Indonesia: Its Impacts on Regional Economic
Development and Fiscal Sustainability. Paper Presented at The International Symposium on Fiscal Decentralization in Asia

Revisited, Hitutsubashi University, Tokyo.




Salah satu yang hambatan usaha
pelestarian adalah kurang dipahaminya
kaitan erat antara pelestarian dan
pengembangan ekonomi suatu negara.
Akibatnya, meskipun kemauan politik untuk
melaksanakan kegiatan pelestarian
tercantum dalam perencanaan
pembangan, sering sekali tindakan politik
untuk menyediakan dana yang diperlukan
tidak mendukung kemauan tersebut.™
Kemauan pemerintah daerah mendukung
pelestarian lingkungan dapat dilihat
seberapa besar pemerintah daerah
mengalokasikan anggaran kepada
kegiatan yang memiliki kontribusi langsung
maupun  tidak langsung terhadap
pelestarian keanekaragaman hayati.

Melalui serangkaian analisis bab ini akan
menjelaskan bagaimana kebijakan
anggaran di daerah dalam melakukan
upaya perbaikan lingkungan hidup atau

pelestarian keragaman hayati, sejauh apa
program kegiatan di level dinas berupaya
melakukan  kontribusi yang  kongkrit
terhadap lingkungan, karena hipotesis
selama ini anggaran yang banyak
digelontorkan untuk program lingkungan
cenderung habis untuk membiayai
birokrasi yang justru tidak berkontribusi
langsung pada upaya  perbaikan
lingkungan. Terdapat tiga dinas daerah
yang memiliki potensi untuk menjalankan
program perbaikan lingkungan atau
pelestarian keragamana hayati yaitu dinas
lingkungan Hidup, dinas Kehutanan, dan
dinas Kelautan dan perikanan. Adapun
daerah studi dari tulisan ini yaitu Provinsi
Sulawesi Provinsi Selatan, Provinsi
Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Provinsi
Maluku Utara, dan Provinsi NTT dengan
tahun anggaran APBD mulai dari tahun
2018 sampai dengan tahun 2020.

Grafik.1 Tren Anggaran Perlindungan Keanekaragaman Hayati (dalam miliar Rp) °
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14 Lihat Setiyati Sastrapradja, dalam Mc Neely, Jeffrey 1992. Ekonomi dan keanekaragaman hayati: mengembangkan dan
memanfaatkan perangsang ekonomi untuk melestarikan sumberdaya hayati. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
15 Catatan : data APBD Program-kegiatan Prov Sulsel thn 2020 Rusak, sehingga menggunakan tren 2017-2020




Berdasarkan table diatas, menujukan
bahwa masing-masing daerah studi
memiliki alokasi anggaran untuk

lingkungan hidup atau pelestarian
keragaman hayati berbeda-beda. Alokasi
anggaran tersebut merupakan alokasi
yang secara langsung berkontribusi
terhadap lingkungan, diluar belanja
pegawai, oprasional kantor, administrasi,
dan peningkatan kapasitas SDM. Provinsi
Sulawesi Selatan dan Provinsi NTT

merupakan daerah yang memiliki alokasi

1. Provinsi Sulawesi Selatan

Anggaran untuk lingkungan hidup atau
pelestarian keragaman hayati di Provinsi
Sulawesi Selatan pada tahun 2019
sebesar Rp. 33,1 miliar, jumlah ini
meningkat drastis dibandingkan tahun
sebelumnya yaitu sebesat Rp 8,3 miliar.
Alokasi anggaran untuk lingkungan hidup
atau pelestarian keragaman hayati
terbesar pada tahun 2019 digunakan untuk
kegiatan pengelolaan, pengawasan,
pengamanan, dan pemeliharaan
tanaman di CDK (Cabang Dinas
Kehutanan) atau KPH

Pengelola Hutan) dengan total Rp 20,8

(Kesatuan

miliar. Kegiatan atau alokasi anggaran

anggaran untuk lingkungan hidup atau

pelestarian keragaman hayati terbesar,

sebaliknya Provinsi Sulawesi Utara dan
Provinsi Maluku Utara memiliki alokasi
anggaran untuk lingkungan hidup atau
pelestarian keragaman hayati terendah
bahkan menurun setiap tahunnya. Berikut
adalah penjelasan dari masing-masing
provinsi terkait alokasi anggaran untuk
lingkungan hidup atau pelestarian

keragaman hayati.

tersebut pada tahun 2018 tidak ada,
sehingga di tahun 2019 anggaran untuk
lingkungan hidup atau pelestarian
keragaman hayati meningkat drastis.
Selain itu, persentase Anggaran untuk
lingkungan hidup atau pelestarian
keragaman hayati terhadap belanja
pegawai, administrasi dan kebutuhan
perkantoran pada tahun 2019 mengalami
kenaikan menjadi sebesar 16% dari
sebelumnya 5,8% pada tahun 2018, hal ini
disebabkan karena meningkatnya
anggaran untuk lingkungan hidup atau

pelestarian keragaman hayati.



Grafik 2. Tren Anggaran untuk Pelestarian Keragaman Hayati Provinsi Sulawesi SEbtan\

(dalam miliar Rp)*t®
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2. Provinsi Sulawesi Utara

Anggaran untuk lingkungan hidup atau
pelestarian keragaman hayati di Provinsi
Sulawesi Utara pada tahun 2020 sebesar
Rp 3,8 miliar, jumlah ini menurun drastis
dibandingkan tahun sebelumnya yaitu
sebesar Rp 10 miliar. Alokasi anggaran
untuk lingkungan hidup pada tahun 2020
terbesar digunakan untuk kegiatan
Pembuatan Tanaman Kehutanan (DAK)
dan kegiatan Pengamanan Hutan
dengan jumlah Rp 2,7 miliar. Padatahun
2019 anggaran untuk lingkungan hidup
atau pelestarian keragaman hayati
terbesar digunakan untuk kegiatan

Pembuatan Tanaman Kehutanan (DAK)
dengan jumlahanggaransebesarRp 6,3
miliar, dikarena pada tahun kegiatan
tersebut tidak ada sehingga total anggaran
untuk lingkungan hidup atau pelestarian
keragaman hayati pada tahun 2020
menurun drastis. Persentase anggaran
untuk lingkungan hidup terhadap terhadap
belanja pegawai, administrasi dan
kebutuhan perkantoran pada tahun 2020
mengalami penurunan drastis menjadi
4,3% dari sebelumnya 12%, hal ini
disebabkan karena menurunnya alokasi

anggaran pada tahun 2020.

16 pata APBD tahun 2020 rusak sehingga tren APBD Prov Sulsel menjadi tahun 2017-2019.




Sebagai catatan dinas Kelautan dan
Perikanan di Provinsi Sulawesi Utara pada
tahun 2020 hannya memiliki anggaran
Perlindungan Keanekaragaman Hayati
berupa kegiatan Bersih-bersih Pantai

T~

dengan alokasi anggaran Rp 68 juta, ham

dinilai sangat minim apa lagi secara

geografis  Provinsi  Sulawesi  Utara
merupakan wilayah yang memiliki pulau
dan luas pantai yang cukup banyak/luas.

Grafik 3. Tren Anggaran untuk Pelestarian Keragaman Hayati Provinsi Sulawesi Utara
(dalam miliar Rp)
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3. Provinsi Maluku

Anggaran untuk lingkungan hidup atau
pelestarian keragaman hayati di Provinsi
Maluku pada tahun 2020 sebesar Rp 13,6
miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 12
miliar atau meningkat 11,8%. Alokasi
anggaran untuk lingkungan hidup atau
pelestarian keragaman hayati pada tahun
2020 terbesar digunakan untuk kegiatan
Pembuatan Tanaman Kehutanan (DAK)
dan Pengamanan Hutan dengan jumlah
Rp 2,7 miliar. Selain itu, meski pada tahun

2019 alokasi anggaran untuk lingkungan

hidup atau pelestarian keragaman hayati
tidak sebesar tahun 2020, persentase
anggaran untuk lingkungan hidup atau
pelestarian keragaman hayati terhadap
belanja pegawai, administrasi dan
kebutuhan perkantoran lebih besar
dibandingkan tahun 2020, hal ini
dikarenakan pada tahun 2020 terjadi
peningkatan alokasi belanja pegawai,
administrasi dan kebutuhan perkantoran

sebesar Rp 11,8 miliar.

Grafik 4. Tren Anggaran untuk Pelestarian Keragaman Hayati Provinsi Maluku
(dalam miliar Rp)
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4. Provinsi Maluku Utara

Anggaran untuk lingkungan hidup atau
pelestarian keragaman hayati di Provinsi
Maluku Utara pada tahun 2020 adalah
sebesar Rp 1,3 miliar, jumlah ini menurun
drastis dibandingkan tahun sebelumnya
yaitu sebesar Rp 7,1 miliar. Alokasi
anggaran untuk lingkungan hidup atau
pelestarian keragaman hayati pada tahun
2020 terbesar digunakan untuk kegiatan
Pemantauan Kualitas Air dan kegiatan
Patroli Pengamanan Hutan dengan
jumlah Rp 667 juta. Sedangkan pada
tahun 2019 alokasi anggaran untuk
lingkungan hidup atau  pelestarian
keragaman hayati untuk kegiatan
Pelaksanaan Reboisasi dan RHL (Dana
Reboisasi DR), kegiatan Pengelolaan
Kawasan Konservasi, kegaiatan

Penanganan Tindak Pidana Bidang

Pantai Bersih dengan jumlah sebesar
Rp 5 miliar. Dikarenakan kegiatan tersebut
di tahun 2020 tidak ada, sehingga
anggaran untuk lingkungan hidup atau
pelestarian keragaman hayati pada tahun
2020 mengalami penurunan drastis. Selain
itu persentase anggaran untuk lingkungan
hidup atau pelestarian keragaman hayati
terhadap belanja pegawai, administrasi
dan kebutuhan perkantoran mengalami
penurunan drastis sebesar 2,2% dari
11,1%, hal ini dikarenakan penurunan
alokasi anggaran untuk lingkungan hidup
atau pelestarian keragaman hayati tidak
dibarengi dengan penurunan belanja
pegawai, administrasi dan kebutuhan
perkantoran.

Grafik 5. Tren Anggaran untuk Pelestarian Keragaman Hayati Provinsi Maluku Utara
(dalam miliar Rp)
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5. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggaran untuk lingkungan hidup atau
pelestarian keragaman hayati di Prov NTT
pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 31,9
miliar, jumlah ini meningkat drastis
dibandingkan tahun sebelumnya vyaitu
sebesar Rp 2,9 miliar. Alokasi anggaran
untuk lingkungan hidup atau pelestarian
keragaman hayati pada tahun 2020
terbesar digunakan untuk kegiatan
Pengendalian dan perlindungan
lingkungan hidup dan kehutanan
sebesar Rp 2,9 miliar. Selain itu

pengabungan Dinas Lingkungan Hidup

dengan Dinas Kehutanan membuat alokasi
belanja di Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan meningkat drastis. Selain itu,
persentase anggaran untuk lingkungan
hidup atau pelestarian keragaman hayati
terhadap belanja pegawai, administrasi
dan kebutuhan perkantoran Provinsi NTT
tahun 2020 juga mengalami peningkatan
signifikan menjadi 30,2% dari sebelumnya
hannya 2,7%, hal ini dikarenakan
peningkatan alokasi belanja lingkungan
hidup atau pelestarian keragaman hayati

yang besar.

Gradfik 6. Tren Anggaran untuk Pelestarian Keragaman Hayati Provinsi NTT

(dalam Miliar Rp)
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di Lima Provinsi

erdasarkan  penjelasan  diatas,

Balokasi anggaran untuk lingkungan
hidup atau pelestarian keragaman
hayati di lima provinsi studi berbeda-beda,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi
NTT merupakan daerah yang memiliki
alokasi anggaran untuk lingkungan hidup
atau pelestarian keragaman hayati
terbesar (diatas Rp 29 miliar), sebaliknya
Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi
Maluku Utara merupakan daerah yang
alokasi untuk
hidup

keragaman hayati terendah (dibawah Rp 4

memiliki anggaran

lingkungan atau  pelestarian
miliar). Provinsi Maluku meskipun terjadi
alokasi untuk
hidup

keragaman hayati tetapi peningkatannya

peningkatan anggaran

lingkungan atau  pelestarian

tidak terlalu besar.

Tingginya alokasi anggaran lingkungan
hidup atau pelestarian keragaman hayati di
Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi
NTT didorong tingginya alokasi belanja di
dinas lingkungan Hidup, dinas Kehutanan,
dan dinas Kelautan dan perikanan (lihat

Khusus Provinsi NTT,

lampiran 1).
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walaupun secara kekuatan fiskal rendah,

Provinsi NTT mampu meningkatkan
alokasi anggaran lingkungan hidup atau
pelestarian keragaman hayati di tahun
2020 menjadi lebih besar, hal ini diawali
oleh perubahan struktur organisasi daerah
-dimana Dinas Lingkungan Hidup digabung
Dinas Kehutanan

dengan sehingga

menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan
(lihat 2).

dua tersebut

Kehutanan lampiran

Bergabungnya dinas
dibarengi dengan meningkatnya alokasi
hidup

meningkatkan belanja birokasi, sehingga

belanja lingkungan tanpa
kualitas programnya bisa lebih besar -hal
ini terlihat dari persentase alokasi belanja
lingkungan terhadap belanja birokrasi

sebesar 30% (lebih besar dari pada 4

provinsi lainnya). Provinsi Sulawesi
Selatan memiliki peluang untuk
meningkatkan lagi alokasi anggaran

lingkungan, hal ini didukung kekuatan
ruang fiskal dan pendapatan daerah yang
besar sehingga keleluasaan/diskresi
daerah untuk memprioritaskan belanjanya

semakin besar.



Kehati Sebagai Pengungkit

Ekonomi

keanekaragaman hayati terbesar
seringkali merupakan daerah yang
memiliki sarana pendukung ekonomi yang

l Yakta bahwa daerah-daerah dengan

tidak menundukung.'” Kekayaan
sumberdaya hayati harusnya mampu
menjadi pengunngkit  kesejahteraan

penduduk diwilayah tersebut. Berdasarkan
hasil kajian LIPI kehati belum memberikan
dampak kesehahteraan dan peningkatan
ekonomi masyarakat, padahal banyak
kekayaan hayati Indonesia yang bisa
digunakan sebagai bahan pangan, farmasi,
obat, bahkan menjadi potensi pariwisata
premium, namun masih belum tergali dan
dipetakan secara maksimal@.

Kedepan konservasi merupakan prasyarat
bagi pembangunan berkelanjutan yang
mempersatukan konsep daya dukung
ekologi dengan peningkatan
kesejahteraan. Indonesia memiliki banyak
potensi ekonomi dari keanekaragaman
hayati. Antara lain; Pertama, pariwisata
lingkungan. Bentuk keajaiban di bidang
botani, seperti bunga Rafflesia dan bunga
bangkai Amorphophallus, menjadi daya

17 Mc Neely, Jeffrey 1992. Ekonomi dan
keanekaragaman hayati: mengembangkan dan
memanfaatkan perangsang ekonomi untuk melestarikan
sumberdaya hayati. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
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tarik pariwisata baik di tingkat domestik
maupun mancanegara. Kedua, bisnis
kesenangan. Kehati selain bisa sebagai
sumber inspirasi yang tertuang dalam
beberapa karya arsitektur, seni lukis, foto,
kerajinan, dan lain-lain, juga menjadi salah
satu bisnis yang menggiurkan melalui
pengembangan tanaman hias. Ketiga
sumber pangan. Dengan keanekaragaman
hayati yang dimiliki, Indonesia selayaknya
mengembangkan banyak alternatif pangan
dari kekayaan hayatinya. Menjaga sumber
pangan ini juga merupakan salah satu

upaya menjaga sumber penghidupan
masyarakat

Yayasan Burung Indonesia dengan
mitranya, telah membuktikan bahwa

menjaga keanekaragaman hayati bisa
sejalan dengan peningkatan ekonomi
masyarakat yang berkelanjutan. Banyak
cerita sukses dari manfaat yang diterima
oleh masyarakat dengan melakukan
konservasi. Pengetahuan konservasi
tersebut bahkan merupakan kearifan lokal
yang sejak awal sudah diketahui secara
turun temurun oleh masyarakat.

http://lipi.go.id/berita/ke anekaragaman-hayati-
indonesia-belum-termanfaatkan-untuk-
kesejahteraan/2525 diakses pada 21 Januari 2020.
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Nusa Tenggara Timur, Revitalisasi
Kearifan Lokal Melindungi Laut
dan Keanekaragaman Hayati

saat ini sudah tidakada lagi, ujar Benediktus Bedil, Direktur BARAKAT tentang aktivitas

perburuan satwa laut teluk Hadakewa sebelum dan sesudah berjalannya program.
Selain melindungi satwa laut, warga dari lima desa disekeliling teluk Hadakewa, Lembata juga
menetapkan enam habitat pesisir seluas 358,28 ha dilindungi sebagai muro, sebuah kearifan
local yang berarti larangan (untuk menggunakan sementara).

Hampir setiap bulan dua sampai tiga ekor penyu ditangkap. Tetapi sejak 2017 hingga

Penguatan kelembagaan dan kearifan tradisional yang ditempuh melalui kajian mendalam,
edukasi dan kerja sama multipihak telah berkontribusi menghentikan praktik perikanan yang
merusak, sekaligus membangkitkan partisipasi warga dalam perlindungan jenis dan habitat
pesisir yang penting.




Maluku Utara, Melindungi Salabia
Untuk Kelangsungan Manfaat

wilayah pesisir pantai Desa Simau dan Limau,Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera

Utara. Para pemilik lahan di Desa kini telah mengatur pengambilan telur burung
endemis Maluku ini, bahkan terlibat aktif dalam perlindungan habitat bagi burung yang
dikenal dengan nama salabia dan telurnya dikenal dengan nama momoa.

Tak ada lagi pengambilan telur gosong maluku (Eulipoa wallacei) secara berlebihan di

Masyarakat dan pemerintah desa memberlakukan larangan untuk menebang mangrove dan
melakukan pembersihan sampah di area bertelur secara berkala. Bahkan dikalangan generasi
mudatelah terbentuk komunitas salabia yang aktif melakukan kegiatan penetasan semialami,
pementauan habitat dan pelepasliaran anakan, serta edukasi dan kampanye public.

Untuk memastikan upaya konservasiini tetap berjalan, masyarakat luas dilibatkan mengawal
pelaksanaan peraturan desa. Untuk memastikan perubahan prilaku tidak memudar,
diupayakan terciptanya mekanisme insentif bagi upaya pelestaran. Salah satu strateginya
adalah mengembangkan ekowisata pantai dan wisata edukasi lingkungan.




T

Maluku, Kewang Melindungi Laut —

dan Satwa Liar

keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan. Dipimpin ole para kewang mereka

menetapkan wilayah pesisirnya menjadi kawasan konservasi laut tradisional (KKLT).
Penguatan lembaga dan peningkatan apasitas teknis telah dilakukan untuk pemerintah desa,
dan lembaga adat, serta telah disusun perturan mengenai pengelolaan, perlindungan jenis
dan habitat prioritasnya.

Seiring meningkatnya pengetahuan dan kesadaran, wargapun melindungi

Maluku, Kearifan Lokal Yang
Bangkit di Buano

dari aktivitas menangkap ikan yang merusak. Setetlah setahun upaya ini berhasil
mengajak masyarakat menghidupkan kembali kearifan lolal dalam mengelola sumber
daya lautnya.

Upaya penyelamatan ekosistem dirintis pada 2016 dengan memulihkan kawasan pesisir




Kesimpulan

ari serangkaian Analisa terhadap
Dkebijakan fiskal di lima provinsi,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara,
Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan
Maluku memperlihatkan anggaran
keanekaragaman hayati yang tidak
mengalami  tren peningkatan yang
konsisten. Masing-masing provinsi
memiliki pola yang berbeda, sepert
Sulawesi Selatan yang mengalami tren
menurun, Maluku yang terus naik, dan NTT
yang naik turun. Hal ini menunjukkan

bahwa perlindungan keanekaragaman
hayati belum dianggap menjadi hal
penting.

Anggaran perlindungan kehati di enam
provinsiini juga masih terkonsentrasi pada
kedinasan terkait, belum tersebar di

berbagai kedinasan. Hal ini menunjukkan
bahwa kehati belum menjadi perhatian
pemerintah

daerah. Penganggaran
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perlindungan kehati

yang tersebar di
berbagai kedinasan akan menciptakan
sinergitas yang baik, dan menurunya ego
sektoral. Kedepannya, pemahaman
bersama bahwa kehati akan berdampak
pada semua lini hidup masyarakat akan
mendorong kerjasama yang bai kantar
organisasi perangkat daerah.

Keanekaragaman hayati sejatinya bisa
menjadi alternatif bagi bangsa Indonesia
untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Untuk itu, pengetahuan dan pola pikir yang
berbasis pada keanekaragaman hayati
merupakan hal yang penting untuk masa
depan. Selain itu, sumber daya alam yang
melimpah  perlu dibarengi dengan
penguatan perlindungan yang jelas, dan

perlindungan tersebut harus seiring
dengan meningkatnya kesejahteraan
masyarakat.
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Lampiran 2

Tren Persentase Perbandingan Pendapatan Daerah (PD) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2018-2020
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